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RINGKASAN

Di dalam rangka mengupayakan derajat kesehatan yang optimal, diperlukan
partisipasi berbagai pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Apotik sebagai
salah satu sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan medik di bidang
kefarmasian, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan palayanan jasa
kesehatan pada mayrakat seoptimal mungkin.

Sebagai seorang profesional, yang sudah terikat oleh kode etik, apoteker
bertanggung  jawab terhadap pelayanan kefarmasian kepada pasien yang
membutuhkan. Di dalam beberapa hal ‘terlemu, faktor manusia sangat mempengaruhi
kinerja apoteker, sehingga kemungkinan kesalahan apoteker dalam membaca resep
dokter besar sekali.

Kesalahan yang dilakukan oleh apoteker bisa menyebabkan kerugian pada
pihak lain, dalam hal ini pasien. Di dalam hukum perdata barang siapa vang
menyebabkan kerugian pada orang lain. atas kesalahan yang ia perbuat, maka
mewajibkan pada orang yang menerbitkan itu, untuk mengganti kerugian, sesuai
dengan pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan pasien vang dirugikan kadang-kadang
tidak tahu hak-haknya ketika ia mengalami kerugian akibat kesalahan vang dilakukan
oleh apoteker dalam memberikan obat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikemukakan adalah tentang
sifat dan bentuk hubungan antara apoteker dengan pasien, akibat hukum apabila
terjadi kesalahan pemberian obat, serta sifat dan bentuk tanggung jawab apoteker
kepada pasien. Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi im adalah
dengan menggunakan pendekatan masalah normatif empiris, yaitu mempelajari pasal-
pasal perundang-undangan untuk mengolah data-data dari lapangan yang disajikan
sebagai pembahasan. Sumber data dalam penyusunan skripsi ini terbagi atas dua

sumber data, vaitu Sumber Data Primer vang diperoleh dari responden, dan Sumber
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Data Sekunder vang diperolah dari membaca buku-buku. majalah. koran. maupun
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah apotik dan apoteker.

Hubungan hukum antara apoteker dengan pasien terjadi ketika apoteker
memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Apoteker berhubungan dengan
pasien dalam kapasitas pribadinya sebagai scorang apoteker. Sifat hubungan hukum
antara apoteker dengan pasien adalah hubungan hukum perdata yang terjadi karena
perikatan yang timbul dari undang-undang scbagai akibat perbuatan orang yang
melawan hukum berdasarkan pasal 1233, 1352, dan 1353 KUH Perdata.

Apabila apoteker melakukan kesalahan pemberian obat, yang menyebabkan
kerugian pada pasien, maka apoteker harus dapat mempertanggungjawabkannya pada
pasien. Akibat hukum dari kesalahan pemberian obat yang dilakukan oleh apoteker,
adalah pasien berhak untuk menuntut ganti rugi atas kesalahan vang diperbuat
apoteker.

Tanggung jawab apoteker pada pasien harus memenuhi unsur-unsur dalam
pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, mengakibatkan
kerugian bagi pasien, adanya kesalahan apotcker, dan yang terakhir adalah hubungan
sebab akibat antara kesalahan pemberian obat itu, dengan kerugian yang diderita oleh
si pasien. Artinya, kesalahan pemberian obat vang dilakukan oleh apoteker telah
. mengakibatkan kerugian pada pasien, atau sebaliknya, kerugian vang diderita oleh
pasien memang akibat dari kesalahan apoteker.

Berdasarkan uraian tersebut, maka saran vang dapat dikemukakan adalah
sebaiknya apoteker lebih berhati-hati dalam membaca resep schingga tidak terjadi
. kesalahan pemberian obat, karena kesalahan pemberian obat dapat menyebabkan
kerugtan bagi pasien. Sebaiknya apoteker juga bersikap lebith aktif memonitor
perkembangan kesehatan pasicn setelah pasien yang bersangkutan mengkonsumsi

obat yang telah diberikan, sehingga apabila terdapat kekeliruan pemberian obat dapat

segera diantisipasi.

xili
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keschatan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam rangka untuk
mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Usaha pemenuhan kesehatan terus
dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban menusia. Kesehatan
sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-
cita bangsa Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945,

Di dalam rangka mengupayakan derajat kesehatan yang optimal bagi
masyarakat, maka diperiukan pembinaan penyelenggaraan  kesehatan secara
menyeluruh dan terpadu. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua
segl kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Di dalam perkembangan
pembangunan kesehatan selama ini, penyelenggaraan pembangunan keschatan tidak
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. akan tetapl juga menmadi tugas dan
" tanggung jawab masyarakat.

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina, dan
dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosiainya
sebagal mitra pemerintah. Kontribusi swasta dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan sangat diharapkan sehingga tercapai upaya pemenuhan derajat kesehatan
yang cukup memadai seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satu
peran serta swasta yang sangat diharapkan yaitu, peningkatan kuantitas dan kualitas
sarana keschatan yang memadai. Sarana kesehatan yang dimaksud meliputi
pengadaan rumah sakit, sarana farmasi, praktek dokter, apotik dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu sarana kesehatan, apotik mempunyai fungsi sebagai tempat
pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah, sarana

farmasi yang melaksanakan peracikan, pengusahaan bentuk, pencampuran dan
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penyerahan obat atau bahan obat serta sarana penvalur perbekalan farmasi yang harus
menyebarkan obar yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata ( Soerjono
Soekanto, 1990 : 42 ). Atau dengan kata lain apotik juga sebagai tlempat pelayanan
medik (medical care), yang bertugas untuk menyembuhkan penvakit pasien. melalui
upaya pengobatan.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. apotik melakukan distribusi
obat kepada masyarakat secara meluas dan merata, baik dengan / tanpa resep dokter,
dengan disertai pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya
vang diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainoya maupun kepada
masyarakat. Di sampiag itu, apotik juga melakukan pengamatan dan pelaporan
informasi mengenai khasiat, kemasan, bahayva dan/atau obat dan perbekalan farmnasi
lainnva.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, apotik harus dikelola
oleh tenaga profesional yang menguasat  bidangnya, dalam hal ini vang dimaksud
adalah apoteker. Tenaga profesional di bidang kesehatan, misalnya apoteker adaiah
seseorang yang telah memperoleh pendidikan formal tertentu. yang menyebabkan
bahwa vyang bersanghutan cakap untuk memberikan  bantuan kepada warga
masyarakat yang membutuhkan. Maka dengan demikian seorang apoteker, karena
kualitas /kecakapan pribadiaya memiliki tanggung jawab vang cukup besar untuk
memberikan pelayanan jasa profzsional yang optimal di bidang keschatan terutama
masalah obat-obatan.

Di dalam prakteknya, apoteker memberikan layanan kesehatan kepuda
masyarakal dengar: atav tanpa resep dokter. Pelayanan tersebut adalah dalam bentuk
jasa profesional kepada masvarakal vang awam di bidang itu. Kedudukan warga
masyarakat yang membutuhkan bantuan Jasa profesional, rata-rata lebih rendah.
Secara sosiologis kedudukan dan peranan apoteker sebagai suatu profesi. menduduki

tempat yang cukup strategis mengingat tugas dan fungsinya.
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Menurut George A. Theodorson dan G. Theodorson dalam (Soerjono
Soekanto. 1990 :19). rumusan yang mencakup ciri-ciri minimal profesi dirumuskan

sebagai berikut :

1. Profesi merupakan suatu okupasi berkedudukan tinggi vang terdiri dari para ahli
vang terampil untuk menerapkan peranan khusus dalam masyarakat.

2. Suatu profesi mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan dan

keterampilan tertentu yang sangat penting bagi masyarakat maupun klien-

kliennya secara individual.

Profesi berdasarkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan maupun tanggung

lawabnva untuk mempertahankan kehormatan dan pengembangannva. maka

profesi mampu mengembangkan etika tersendiri dan menilai kualitas

pekerjaannya.

_lJJ

Di dalam menjalankan fungsi profesinya, apoteker akan selalu berhubungan
dengan klien-kliennya secara individual. Klien-klien vang dimaksud adalah pembeli
obat dengan resep dokter yang seringkali disebut pasien. Karena pelayanan resep
dokter membutuhkan pengetahuan tertentu berdasarkan kualitas pribadi dari profesi
seorang apoteker. Secara profesional, apoteker bertanggung jawab terhadap kualitas
pekerjaannya, karena dimungkinkan sekali terjadinya kesalahan dalam pemberian
jasa profesional dalam hal pemberian obat.

Masyarakat seringkali beranggapan bahwa kesalahan praktek pemberian jasa
layanan kesehatan selalu dihubungkan dengan profesi kedokteran. Artinya, masalah
kesehatan adalah tanggung jawab seorang dokter. Di dalam hal ini memang lebih
dulu dikenal istilah mal praktek (mal practice) vang dilakukan oleh seorang dokter
(Hermien Hadiaty, 1998 : 121). Pasien yang merasa kecewa terhadap kesalahan
dokter, akan beranggapan bahwa dokter tersebut telah melakukan mal praktek,
padahal itu tidak sepenuhnya benar. Karena seorang apoteker Juga dimungkinkan
melakukan kesalahan dalam memberikan obat. Di dalam hal ini, dimungkinkan sekali
apoteker keliru menafsirkan resep dokter. Sebagai manusia biasa, kemungkinan
apoteker melakukan kesalahan itu, besar sekali. Resiko akibat kesalahan itu
seringkali harus ditanggung pasien sendiri, sebagai orang yang awam tentang
kesehatan.
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Dunia kesehatan mengenal empat macam resiko pasien (Yusmainita, Arsip
Medika edisi Mei 2000), vaitu :
1. Kecelakaan (accident, mishap, mishance, mised venture)
2. Resiko pengobatan (risk of treatment)
3. Kesalahan penilaian profesional (error of clinicaal judgement)
4. Kelalaian pasien (coniributory neglience)

Kadang-kadang masyarakat tidak tahu akan resiko yang sedemikian besar itu,
sehingga ketika terjadi kesalahan, dan pasien dirugikan, seringkali pasien kesulitan
untuk memperoleh ganti rugi akibat kesalahan tersebut. karena yang pertama
mungkin tidak tahu apa kesalahan yang telah diperbuat oleh apoteker, vang kedua
karena sulitnya membuktikan kesalahan tersebut.

Dari latar belakang tersebut, saya tertarik untuk mengangkat permasalahan
tentang analisis yuridis tanggung jawab apoteker kepada pasien apabila terjadi
kesalahan pemberian obat, ditinjau dari segi hukum perdata.

1.2 Ruang Lingkup

D1 dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya pembatasan-pembatasan vang
menjadi pokok bahasan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari kekaburan
arti permasalahan yang dibahas, serta menghindari pembahasan vang terlalu meluas,
sehingga dapat mengurangi kualitas ilmiah dari skripsi ini.

Hal yang menjadi pokok pembahasan dari skripsi ini adalah mengenai
hubungan dan tanggung jawab secara perdata antara apoteker dengan pasien apabila
apoteker melakukan kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Apoteker yang
dimaksud dalam penyusunan skripsi ini adalah apoteker di apotik umum.
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1.3 Permasalahan

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri atas 3 (tiga) rumusan masalah,

vaitu :

1.

7

L8]

Bagaimanakah sifat dan bentuk hubungan antara apoteker dengan pasien ?
Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi kesalahan pemberian obat yang
dilakukan oleeh aapoteker ?

Bagaimanakah sifat dan bentuk tanggung jawab apoteker kepada pasien apabila
terjadi kesalahan pemberian obat ?

1.4 Tujuan Penulisan

Agar skripsi ini memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam mengkaiji dari

permasalahan yang dibahas, tentunya diperlukan suatu tujuan penulisan dalam skripsi
ini. Tujuan penulisan di sini, terbagi atas 2 (dua) tujuan penulisan, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Ada beberapa tujuan umum vang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini,

vaitu :

I.

5]

merupakan tujuan yang bersifat akademis, vaitu guna memenuhi dan melengkapi
salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.

merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam
perkuliahan yang bersifat teoritis dengan menghubungkan kenyataan vang ada
dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Mengenai tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

k.
2,

LS |

untuk mengetahui hubungan hukum antara apoteker dengan pasien.

Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi kesalahan pemberian obat yang
dilakukan oleh apoteker.

untuk mengetahui tanggung jawab apoteker kepada pasien apabila terjadi
kesalahan pemberian obat.
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1.5 Metodologi Penulisan

Agar skripsi ini memiliki nilai atau bobot ilmiah sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metodologi vang bersifat
ilmiah pula. Di dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penulisan yaitu:

1.5.1 Pendekatan Masalah
Berdasarkan jenis penelitian pada penyusunan skripsi ini menggunakan
pendekatan masalah normatif empiris, vaitu mempelajari pasal-pasal perundang-
undangan, untuk mengolah data-data dari lapangan yang disajikan sebagai
pembahasan (Hilman Hadikusuma, 1995 - 63).
1.5.2 Sumber Data
Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka terdapat dua sumber data,
vaitu
a) Data Primer, vaitu data vang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di
lapangan. Dalam hal ini data vang diperoleh dari responden. yaitu apoteker,
dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, majalah,
koran, peraturan-peraturan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
masalah apotik dan apoteker.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang saya pergunakan adalah -

a) Metode Observasi, yaitu pengamatan secara langsung yang diterapkan dalam
usaha untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai kegiatan manusia dalam
hubungannya satu sama lain, serta masalah yang ditimbulkan, dengan menyebut
dipenuhinya syarat tertentu yang merupakan suatu Jaminan bahwa hasil dari
pengamatan yang diperoleh nantinva memang sesuai dengan suatu kenvataan
vang ada menjadi sasaran perhatian dari penelitian tersebut.
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b) Metode Interview atau wawancara, yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana
dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ini ada dua
pihak yang mempunyai kedudukan vang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai
pencari informasi atau penanya atau disebut juga interviewer sedang pihak lain
berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut informan atau Juga disebut
responden (B. Ashofa, 1993 : 6).

1.5.4 Metode Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, kemudiar penyusan miengadakan pengkajian
atau analisis dengan mecggunakan metode deskriptif analitis. Maksudnya vyaitu
dengan cara menggambarkan sifat dan karakter dari obvek yang diteliti, kemudian
lerhadap permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisic berdasarkan teori dan
peraturan-peraturan yang ada  hubungannva, yang diakhin sampai ada cuatu
kesimpulan (B. Ashofa, 1998 :15).
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kejadian yang menimpa anaknya. Setelah masalah itu ditangani secaia serius, ternvata
Asrif mengalami pembengkakan adenois dan salesma vang mendesak gendang
telinga ke dalam hingga pecah. Ternyata Asrif mendapatkan boranclgin, untuk feres
telinga. Padahal Dokter Burhanuddin merekomendasikan laruian asam  boris,
ditambah sulfa dan antibiotika. Sedangkan boranelgin adalah obat keras yang hanya
boleh diinjeksikan dengan bantuan dokter. Setelah dicek pada apotiknva, terpyata
tcrdapat kekeliruan. Seharusnya Asrit mendapatkan larutan asam boris dan sulfa
untuk mempermudah pecahnya bisul. Sedangkan antibiotika  uniuk mencegan
infeksi.  Akibatnva, Asrif mengalami kematian svaraf pendengaran, atau tuli

permanen (KLINIKITA, cdisi No. 37-12 Nopember 1992)

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipakai dalam penvusunan skripssi ini adalah -
2.2.1 Kitah Undang-Undang Hukum Perdata
1. Pasal 1233 KUH Perdata
Tiap-tiap perikaten dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-
undang.
2. Pasal 1352 KUH Perdata
Perikatan-perikatan vang dilahivkan demi undang-udang, timbul dari undang-
undang saja. atau dart undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
. Pasal 1553 KUH Perdata

(9]

Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari unagang-undang sebagai akibai
perbuatan orang. terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar
hukum

4. Pasal 1365 KUH Perdata
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang
lain, mewajibkar orang yang karena salahnya menerbitkan Xerugian itu,

mengganti kerugian tersebut
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3. Pasal 1366 KUH Pedata
Setap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian vang disebabkan
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau
kurang hati-hatinya,
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehata
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 919 / MENKES / PER / X /1993
Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 922 / MENKES / PER / X /1993

Tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Apotik

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian dan Syarat menjadi Apoteker
Pengertian tentang apoteker menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
922/ MENKES/PER/X/1993 pada pasal 1 sub a, dinvatakan, bahwa Apoteker adalah
mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku herhak
melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker . Penggolongan
apoteker berdasarkan jenisnya menurut PERMENKES Nomor 922 Tahun 1993
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian ljin Apotik, dapat dibedakan sebagai
berikut :
I Apoteker pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotik
(PERMENKES Nomor 922 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara
Pemberian Ijin Apotik Pasal 1 huruf d).

b2

Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di apotik di samping
Apoteker Pengelola Apotik dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu
pada hari buka apotik. (PERMENKES Nomor 922 Tahun 1993 Tentang

Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian ljin Apotik Pasal | hurufe).
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Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola
Apotik selama Apoteker Pengelola Apotik tersebut tidak berada di tempat selama
lebih dari 3 (tiga bulan) secara terus menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan
tidak bertindak sebagai Apoteker  Pengelola Apotik pada apotik lain.
(PERMENKES Nomor 922 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara
Pemberian [jin Apotik Pasal 1 huruf f).

Asisten Apoteker adalah mereka vang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten
apoteker (PERMENKES Nomor 922 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Dan Tata
Cara Peemberian Ijin Apotik Pasal 1 huruf g).

Penggolongan apoteker berdasarkan tempat kerjanya, menurut W.B. van der

Mijn dalam (Soerjono Soekanto, 1990 : 32) adalah

/X

S

Apoteker di apotik umum, yaitu apoteker yang bekerja di apotik pada umumnya,
dalam istilah Inggris disebut dispenser. Apoteker di apotik umum mempunyai
fungsi sosial untuk menyebarkan obat secara meluas dan merata kepada
masyarakat. Fungsi apoteker di apotik umum untuk mendistribusikan / dispensing
obat kepada masyarakat secara langsung,

Apoteker di rumah sakit, yaitu apoteker yang mendampingi dokter rumak sakit,
vang memberikan terapi pengobatan atau farmakoteraputik di rumah sakit
Apoteker di rumah sakit bertugas memberikan saran pada masyarakat maupun
pada dokter atau tenaga perawat atas informasi obat yang dibutuhkan.

Apoteker di Industri, yaitu apoteker yang bekerja di laboratorium farmasi pada
perusahaan farmasi untuk menjaga kualitas obat vang dihasilkan perusahaan
farmasi tersebut. Apoteker vang bekeria di industri bertugas melakukan
pengolahan, peracikan, kemasan dari bahan-bahan kimia obat menjadi obat dalam
bentuk kemasan yang siap dikonsumsi dan menghindari bahaya seminimal
mungkin bagi pemakainya

Syarat-syarat untuk menjadi apoteker diatur dalam pasal 5 PERMENKES

Nomor 922 Tahun 1993, Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian ljiin Apotik
adalah :

%}

(F'5)

ljasahnya telah terdaftar dalam Departemen Kesehatan.
Telah mengucapkan Sumpah/janji sebagai apoteker.
Memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri.
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4. Memenuhi syaral-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnva
sebagi apoteker.
5 Tidak bekerja di suatu pernsahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola

Apotik di apotik lain.

2.3.2 Pengertian Resep
Pengertian rescp menurut PERMENKES Nomor 922 Tahun 1993 Pasal 1
huruf h adalal perimintaan tertulis dari dokter, Dokter Gigi, Dokier Hewan, kepada
Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapt ada beberapa jenis obat
tertentu yang depat diserahkan tanpa harus dengan resep dokter. Tetapi walaupun
tanpa resep dokier, harus disertai dengan informasi yang cukup atas obat tersebut.
Kriteria obat yarg dapat diserahkan tanpa resep dokter terdapat dalam pesal 2
PERMENKES Nomor 911 Tahun 1993, yaitu :
a. Tidak dikontraindikasikan uniuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah
usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada
kelanjutan penyalkit. '
¢. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan alat-alal khusus yang harus dilakukan
oleh tenaga kesehatan.
d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit vyang prevelansinya i nge:  di
Indonesia.
e. Obat dimaksud emiliki  rasio  khasiat  koamanaa yang  dapat

dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

2.3.3 Pengertian Perbuatan Melanzgar Hukum
Istilah perbuatan melanggar hukum, tidak didapatkan secara cksplisit di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Ferdate, tapi beberapa ahli hukum menggunakarn

pasal 1365 sebagal parameter perbuatan melanggar hukum. Kata perbuatan
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melanggar hukum  diteriemahkan dari kata “onrechtmatizedaad”. Menurut J. Satrio
(1994 : 166) menafsirkan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perilaku vang
melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukumnya sendiri,
bertentangan dengan kesusilaan, atau kepatutan dalam memperhatikan kepentingan
diri dan benda milik orang lain.

Menurut J. satrio (1993 : 34) penafsiran onrechtmatigedaad adalah sebagai
sikap atau tindakan yang :

I. Melanggar haknya orang lain.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

3. Bertentangan dengan kesusilaan.

4. Bertentangan dengan kewajibannya untuk memperhatikan diri dan benda
milik orang lain di dalam pergaulan hidupnya (indruist tegen
dezorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verdeer betaamt ten aan =ien
van eens anderpersoon of goed).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000:7) pengertian perbuatan melanggar
hukum ialah suatu perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca
keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan itu tidak hanya terdapat, apabila
peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar ( langsung), melainkan
Juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam
masyarakat dilanggar (langsung).

Menurut Abddulkadir Muhammad (1992 : 145 ) vang dimaksud perbuatan
melawan hukum, adalah berbuat atau tidak berbuat vang melanggar hak orang lain
atau bertentangan dngan kewajiban hukum yang berbuat itu sendiri atau bertentangan
dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas
masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain

Mula-mula “onrechimatige daad” diartikan secara sempit yaitu mengingat
perkataan onrechtmatige, hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu
perbuatan melanggar hukum (secara aktif). Baru sejak tahun 1919, setelah dipelopori
oleh pengadilan tertinggi di negeri Belanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari
1919, termuat dalam maijalah Nederlandsche Jurisprudentic 1919-101 ), istilah
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“onrechimatige duad” Citafsirkan secara luas. Penafsiran secara luas tersebut
meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan atau dengan vang
dianggap pantas di daiam pergaulan hidup masyarakat.

Unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang dirumuskan dalam KUH
Perdata pasal 1365 adalah : “tiap perbuatan melanggar hukum. yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salalinya menerbitkan
Kerugian itu. mengganti kerugien tersebut™.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa yang dinamakan
perbuatan melanggar hukum harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut
1 Perbuatan Melawan 1 bikum

Kata “melewan” delam “perbuatan melawan hukum” meiiputi perbuatan vang
positif, atau dalam Bahasa Belanda “dacd ™ {pasal 1365 KUH Perdaia) dan perbuatan
yvang negatif, yaag dalam Bahasa Beianda “nalatighei!”  (kelalaian) atau
“onvoozigheid” (kurang hat'-hati) seperti seperti Citentukan dalan pasal 1366 KUH
Perdata.

Maka dengan demikian, melawan hukum adalah berbuat atay tidak berpuat
yang melanggar hak orang lain atau berteniangan dengan kewaiiban hukum orvang
vang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atan stkap hati-hati
seoagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang
orang lain.

2) Mengakibatkan Kerugian

Akibat perbuatan melanggar hukum adzlah meninmibulkan kerugian pada pthak
lain. Kerugian tersebut harus diartikan secara luas, yaitu tidak hanva mengenai
kekayaan harta benda scscorang, atau dengan kata lain, tidak hanya diartikan dengan
kerugian yang divkur dengan sejumlah uang tertentu saju, melainkan juga mengenai
kepentingan-kepentingan Jain  dari seorang  manusia  senerti tubuh, jiwa, dan

l:iehormatan seseorang.
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3) Kesalahan
Kesalahan pelaku dapat diperbuat secara sengaja atau tidak sengaja
(kelalaian). Pada umumnva dalam gugatan akibai perbuatar melanggar hukum tidak
mempersoalkan apakah perbuatan pelaku sengaja, atau tidak, tetapi vang dilihai
apakah pcrbuatan itu  bertentangan dengan kaidah hukum, ketertiban umum.
kebiasaan, kepatutan atau kesusilaan. Selain itu perlu juga diperhatikan apakah
akibat vang ditimbulton  oleh  perbuatan meangear  hukain itu dapat
dipertanggungjawabkan pa<ia pelaku pelanggaran hukum 1te
Kesalahan dapat diartikan secara luas, yaitu berbuat atau tidak berbuat vang
bertentangan dengan kewsjiban hukumnya. Oleh karena seseorany tidak melak ukan
scsuatu, padahal sesuatu itu adalah kewajiban hukumnya, schingga merugikan pihak
lain, maka seseorang tersebut, sudah dapat dikatakan meiakukan kesalahan.
4) Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dar, Kerugian
Antara perbuatan dan kerugian harus mempunyai hubungan sebab akibat.
Perbuaiun merupekan sebab timbulnya kerugian, atau sebaliknya, adanya kerugian
tertentu disebabkan karena adanya suatu perbuatan tertentu. Menurut Wirjono
Prodjodikoro (2000:17), hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut,
terdapat dua teori, vaitu :
a. Theory Conditio Sine Oua Non
Teori ini dikemukakar oleh Von Buri vang mengatakan bahiwa suatu hal adalak
sebab dari suatu akibat, apabila sebab itu tidak ada, maka akibat itu tak akan
terjadi. Artinya apabila tidak ada perbuatan, dalam pengertian berbuat maupun
ticak berbual, maka tidak akan ada akibat kerugian pada pihak lain.
b. Adequate Veroorzaking
Artinya suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab dari suatu akibat, apabila
menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan terlebih dahuln, bahwa sebab

itu akan diikuti oleh suatu akibat.
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Berdasarkan kedua teori tersebut, maka hubungan kausalitas antara perbuatan
dengan kerugian adalah bahwa perbuatan merupakan penyebab timbulnya suatu
kerugian, apabila perbuatan itu tidak dilakukan maka kerugian itu tidak akan terjadi.
Atau sebaliknya, timbulnya suatu kerugian adalah akibat dari adanya suatu perbuatan
dalam arti vang lebih luas berbuat atau tidak berbuat. Perbuatan baru dapat
dinamakan suatu sebab dari suatu kerugian, apabila menurut pengalaman manusia
dapat dikira-kirakan terlebih dahulu. bahwa perbuatan itu akan diikuti oleh suatu

kerugian,

2.3.4 Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tentang tanggung jawab secara eksplisit tidak didapatkan di dalam
KUH Perdata. Tanggung jawab di dalam hukum perdata berkaitan erat dengan
kedudukan seseorang di dalam suatu hubungan hukum yang membawa akibat adanya
hak dan kewajiban. Alasan adanya kemungkinan seseorang wajib bertanggung jawab
terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan / sikapnya yang onrechimatige
pertama-tama adalah atas dasar “kesalahan™ orang yang bersangkutan sendiri. Dapat
dikatakan dasar pembenar untuk adanya tanggung jawab atas kerugian orang fain,
atau sebaliknya, untuk adanva tuntutan ganti rugi dari orang lain, adalah “kesalahan™
si pelaku sendiri. Teori seperti ini disebut teori kesalahan (J. Satrio, 1993 - 1),

D1 dalam perkembangannya, tanggung jawab tidak hanya didasarkan pada
kesalahan semata, tapi tidak tertutup kemungkinan, bahwa suatu perilaku, meskipun
tidak dilarang, tapi menimbulkan kerugian pada orang lain, juga bisa dimintakan
tanggung jawab kepada si pelaku. Teori ini disebut teori resiko (J. Satrio, 1993 : 3).
Teori resiko tidak memandang apakah perbuatan itu suatu kesalahan atau tidak, vang
penting apabila suatu perbuatan mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka dapat
dimintakan tanggung jawab kepada pelakunya.

Tanggung jawab seseorang terhadap suatu kesalahan yang telah diperbuatnya,
di dalam lapangan hukum perdata selalu dikaitkan dengan ganti rugi, atau dengan

kata lain, kemampuan sescorang untuk bertanggung jawab atas apa yang telah
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diperbuatnya akan diperhitungkan dengan besarnya kerugian vyang telah
ditimbulkannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsekuensi logis dari
tanggung jawab seseorang atas suatu kesalahan adalah harus mengganti kerugian
kepada pihak yang dirugikan akibat dari perbuatannya itu, atau mengembalikan ke
dalam keadaan semula.

2.3.4 Pengertian Pasien

Pasien adalah seseorang yang mengidap suatu penyakit tertentu, dan sedang
menjalani terapi (Soerjono Soekanto, 1990 32) . Di dalam dunia kesehatan, pasien
adalah seseorang vang sedang menjalani proses terapi dari dokter, baik di rumah
sakit, klinik, maupun tempat prakteknya. Di dalam perkembangan dunia kefarmasian,
pasien tidak hanya berhubungan dengan dokter, tapi juga dengan tenaga kesehatan
lainnya, termasuik apoteker. Menurut Ahaditomo (Yusmainita, Medika edisi Mei
2001), farmasi tidak hanva dilihat sebagai proses penyediaan obat sebagai barang
daripada sebagai suatu pelayanan profesional, akan tetapi sebenarnya intervensi
farmasi merupakan bagian dari proses medik. Di dalam hal hubungannya dengan
apoteker, pasien / penderita adalah seseorang vang berdasarkan rekomendasi dokter
dengan resep, untuk mendapatkan obat tertentu di apotik.

Di dalam dunia kesehatan kedudukan pasien yang mendapatkan bantuan dari
tenaga kesehatan secara sosiologis mempunyai kedudukan yang lebih rendah
(Soeryono Soekanto, 1990 : 30), karena pasienlah yang membutuhkan tenaga
kesehatan. Apabila dilakukan prosedur penanganan kesehatan, pasien yang awam
masalah kesehatan ini, biasanya tidak tahu apa yang akan ia pilih untuk mengatasi
masalah kesehatannya. Hal inilah yang kadang-kadang menyebabkan posisi yang
dilematis bagi pasien. Di satu sisi pasien tidak paham masalah kesehatan, sedangkan
di sisi vang lain sebenarnya pasien punya hak untuk menentukan cara penanganan
kesehatan yang ia kehendaki. Seharusnya, pasien bukan lagi dipandang sebagai
seseorang yang membutuhkan jasa tenaga kesehatan semata, tetapi pasien adalah

partner bagi tenaga keschatan dalam rangka menuju kesembuhan. Karena upaya
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penyembuhan vada pasien, tanpa dukungan dari pasien itu sendici, tentunya akan
mengalami banyak kendala yang akan dihadapi oleh tenaga keschatannya, maupun
pasien itu sendiri dalam rangka mewujudkan derajat keschatan yang opt/mai.

Pasien tidak hanya dalam arti pasien yang ditangani dokter saja, akan tetapi
dalam pengertian yang lebih luas, pasien yang dimaksud di sini Juga mencakup
pasien dari seorang apoteker. Di dalam perkembangan dunia kefarmasian dewasa ini,
pelayanan medik seorang apoteker pada pasiennya, tidak hanya sebatas pemberian
obat saja, tapi juga pendampingan secara serius pada pasien (medical care) pada
pasien, sehingga mencapai kesembuhan penyakitnya.

Di dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan dari apoteker pada pasien,
terdapat 11 jenis mesalah yang berhubungan dengan pagien (Drug Related Problem |
DRP), yang memerlukan peranan farmasis (Yusmainita , Medika, edisi Mei 2001),
yaitu :

1. Pasien memerlukan obat, tetapi indikasi kurang tepat (unti cat ed indication).

2. Pasien memeariukan terapi obat. tetapi mendapat obat yang indikasinya tidak ada
(Medication use withaut indication).

5. Pasien memerluka terzpi obat, tetapi mendapat obat/produk yang salah (improper
drug dosage),

4. Pasien memerlikan terapi obat dan menerima dosis obat yang kurang (sub
therapeutic dosage).

5. Pasien memerlukan terapi obat, tetapi mendapai dosis obat yang berlebihan
(overdose) schingga takut terjadi keracunan.

6. Pasien tidak meggunakan obat karena alasan kepatunan, ekonomi dan avaibilitas
(failure to receive medication).

7. Pasien mendapat terapi obat, tetapi mendapai efek samping obut/alergi.

8. Pasien mendapat ierapi obat, tetapi kemungkinan ada interaksi obat-obatan, obat
hasil, obat makanan, obat-obat tradisional.

9. Kepatuhan pasien (patien compliance).

'0. Pemilihan obat yang ekonomis (misalnya obat generik).
11. Kenyanianan pasien.
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BAB 11
BENTUK TANGGUNG JAWAB APOTEKER KEPADA PASIEN SETELAH

TERJADI KESALAHAN PEMBERIAN OBAT

3.1 Sifat dan Bentnk Hubungan Antara Apoteker Dengan Pasicn
Apotik sebagai bagian dari farmakoterapeutis mempunyai kedudukan yang
sangat peating dalam rangka mengusahakan derajat keschatan vang optimal bagi
masyarakat. Apotik sebagai sarana farmasi, menurut Peraturan Pemerintah Notmor 25
tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965
Tentang Apotik, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
a. Tempat pengab.ian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah
jabatan;

b. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran
dan penyerahan obat atau bahan obat:

c. Sarana penyalur perbekalan farmasi vang harus menyebarkan  obat  vang
diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

Sebuah apotik dipimpin oleh seorang Apoteker Pengelola Apotik, dan dapat
dibantu oleh apoteker pendamping atau asisten apoteker. Seluruh kegiatan pekerjaan
kefarmasian di licgkungan kerja apotik harus di bawah pengawasan Apoleker
Pengelola Apotik.

Seorang apoicker wajib melayani resep dokter. berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Kenyataanya, ada beberapa ienis obai tertentu yang bisa
didapat tanpa resep dokter. Walaupun demikian, tidak berarti kedudukamn apoteker
sama halnya dengan penjual obat pada umumnya. Sebagai seorang profesional,
apoteker wajib untuk memberikan pelayanan informasi mengenai perbekalan favmasi
(pasal 10 PERMENKES Nomor 922 / 1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara
Pemberian Ijin Apotik) Pelayanan informasi yang dimaksud melipuii © pengamatan

can pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, babaya, dan atau mutu obat,

19
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dan perbekalan farmasi lainnya (pasal 11 avat (1) huruf b PERMENKES Nomor 922
Tahun 1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian liin Apotik).

Resep yang diserahkan kepada apotik harus diterima oleh Apoteker Pengelola
Apotik, untuk kemudian diidentifikasi tentang jenis. dan kadar dosis obat yang
diperlukan. Dari resep tersebut. Apoteker Pengelola Apotik dengan dibantu oleh
asisten apoteker melakukan proses berikutnya, yaitu, meracik, dan menyalurkan obat
tersebut pada pasien, tentunya dengan disertai informasi vang memadai tentang cara
mengkonsumsi, khasiat obat, kontraindikasi, efek samping, serta hal-hal lainnya yang
dianggap perlu. Untuk obat-obat keras tertentu, apoteker mencatat nama dan alamat
pasien secara lengkap, agar nantinya apabila terjadi kekeliruan, maka mudah untuk
ditelusuri alamatnya (Wawancara dengan Bapak Umron Ashobiyah, Apoteker
Pengelola Apotik Abiath, Pada Tanggal 2 Juni 2001, di Jember).

Apabila pasien tidak mampu menebus obat yang tertera dalam resep, maka
apoteker wajib berkonsultasi pada dokter untuk pemilithan obat yang lebih tepat
(pasal 15 ayat (3) PERMENKES Nomor 919 / 1993). Apabila apoteker menganggap
bahwa dalam resep terdapat kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat,
apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep (pasal 16 ayat (1)
PERMENKES Nomor 922 / 1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian ljin
Apotik).  Apabila dokter tetap bersikukuh pada pendiriannya, maka dokter wajib
menyatakannya secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim di atas
resep. Resep harus mencantumkan nama dokter vang menuliskan resep tersebut.
Resep yang sudah dilayani wajib untuk dirahasiakan dan disimpan di apotik dengan
baik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Resep atau salinan resep hanya boleh
diperlihatkan kepada dokter penulis resep atau yang merawat penderita, penderita
vang bersangkutan, petugas kesehatan. atau petugas lain yang berwenang menurut
peraturan perudang-undangan vang berlaku (pasal 17 PERMENKES Nomor 922 /
1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian ljin Apotik).
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Apoteker Pengelola Apotik harus berada di apotik pada jam buka apotik.
Apabila dengan alasan tertentu, Apoteker Pengelola Apotik sedang berhalangan,
maka ia dapat menunjuk Apoteker Pendamping, sedangkan apabila baik Apoteker
Pengelola Apotik, maupun Apoteker Pendamping berhalangan, maka Apoteker
Pengelola  Apotik menunjuk  Apoteker Pengganti, berdasarkan pasal 19
PERMENKES Nomor 922 / 1993 Tentang ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Ijin
Apotik. Setiap pengalihan tanggung jawab pengelolaan kefarmasian dari Apoteker
Pengelola Apotik kepada Apoteker Pengganti, wajib dilakukan serah terima resep,
narkotika, obat. dan perbekalan farmasi lainnya, serta kunci-kunci tempat
penyimpanan narkotika dan psikotropika, sesuai pasal 23 PERMENKES Nomor 922 /
1993 tentang ketentuan Dan Tata Cara Pemberian ljin Apotik. Resep harus
mencantumkan nama dokter yang menuliskan resep tersebut.

Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. apoteker akan menentukan jenis obat,
kadar dosis obat berdasarkan resep vang ditulis dokter. Apoteker tidak dibenarkan
untuk mengurangi dan menambahkan baik jenis maupun kadar dosis obat, sehingga
tidak sesuai dengan resep dokter, tanpa sepengetahuan dari dokter vang menulis
resep, karena vang menentukan jenis maupun kadar dosis obat adalah wewenang dari
dokter yang menangani pasien. Tetapi dalam prakteknya, apabila apoteker merasa ada
obat yang lebih sesuai untuk pasien vang bersangkutan, maka apoteker harus
mengkonfirmasikannyva kepada dokter vang bersangkutan, karena menurut Dr.
Anusaha (arsip Medika. edisi Nopember 2000), fungsi utama dari obat adalah
mengobati pasien, maka harus dilihat dari segl kemanjuran, keamanan, kecocokan
dan biaya. Memilih obat yang paling tepat dan paling sesuai dengan pasien yang
bersangkutan adalah juga penting untuk dilakukan, schingga efektif, cepat, aman dan
biaya ringan.

Resep selalu ditulis tangan sendiri oleh dokter, hal ini untuk menjaga
kemungkinan resep tersebut disalahgunakan, misalnya penvalahgunaan obat-obatan
psikotropika. Di dalam resep tersebut terdapat kode-kode kimia tertentu, yang hanya
dipahami oleh dokter penulis resep dan apoteker. Dari sinilah ada kemungkinan
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apoteker melakukan kesalahan dalam menerjemahkan resep dokter (drug mis
interpretable), sehingga obat yang diberikan pada pasien tidak sesuai dengan yang
tertera dalam resep (wawancara dengan Dra. Widjayaningsih. Apt Ketua ISFI
Jember, pada tanggal 23 Mei 2001, di Jember). Menurut Drs Gamal Abdul Nasser,
anggola Koperasi Farmasi Jaya, mengatakan berdasarkan invertarisasi kasus yang
disusun, ternyata banyak vang disebabkan oleh kesalahan bersama (Kompas edisi
Selasa 23 Nopember 1999).

Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan pemberian obat, biasanya
disebabkan karena banyaknya obat vang beredar di pasaran. Tetapi dari ribuan obat
vang beredar di pasaran itu, hanya ada sekitar 70 kelompok farmakologi. Obat yang
mekanisme kerjanya sama (farmakodinamik), biasanya berada daiam satu kelompok
dan mempunyai struktur kimia vang mirip. Obat dalam satu kelompok mempunyai
efek terapi, efek samping, kontraindikasi dan interaksi obat yang mirip (Dr. Anusaha,
2000), sedangkan faktor berikutnya adaiah karena antara dokter dan apoteker tidak
berada daiam saw penegasan visi yang sama. Artinya dokter bergerak di bidang
pelayanan medik seorang dokter sendiri, misainya diagnosa, terapi medik, operasi dan
sebagainya, sedangkan apoteker hanya melayani obat vang diminta oleh dokier saja.
Dari sini apoteker hanya bersikap pasif terhadap perkembangan kesehatan pasien.
Padahal seharusnya apoteker wajib untuk melakukan tugas-tugas kefarmasian yang
lebih profesional, tidak hanya pelayanan obat. tapi juga pelayanan informasi obat
(drug information service), memonitor perkembangan pasien setelah mengkonsumsi
obat vang dilavaninya (7erapeutic drug monitoring) (U. Widodo, J. Bircher, E.
Lotterer, 1993 : 9).

Dari uraian tentang cara kerja apoteker tersebut, terdapat hubungan hukum
antara apoteker dengan pasien, sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu
perikatan (Mariam Darus Badrulzaman, 1983 3). Menurut pasai 1233 KUH Perdata,
sumber-sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir
dari undang-undang tersebut bisa timbul dari undang-undang saja (uit de wei alleen),
atau dari undang-udang sebagai akibat perbuatan orang (uil de wel ten gevolge vans
mensen (oedoen) sesuai dengan pasal 1352 KUH Perdata (Mariam Darus
Badrulzaman, 1983 : 7).
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Perikatan vang bersumber dari undang-undang semata adalah perikatan yang
dengan terjadinya peristica tertentu, telah melahizkan hubungan hukuin antara piliak-
pihak vanﬁ bersangkutan, misalnya kelahiran atau kematian. Perikatan vang
bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang maksudnya ialah
bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, wiaka undang-
undaiig melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut (Mariam
Darus Badrulzaman, 1983 : §).

Menurut Mariam Darus Badrulzaman (1983 - 8), perikatan yang dilahirkan
dari undang-undang scbagai akibat perbuatan orang bisa terjadi sebagai akibat
parbuatan yang menurut hukum (menurut undang-undans), atau perbuatan vang tidak
diperbolehkan undang-undang (melawan hukum). Menurut ketentuan pasal 1353
KUH Perdata :“Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang scbagai
akibat perbuatan orang, terbit dari nerbuatan halal atau dari perbuatan melanggar
hukum™, hal ini berarti termasuk perbuatan kesalahan pemberian obat vang
dilakukan oleh apoteker. Perbuatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat
perbuatan orang vang melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata vang
mewajibkan orang itu untuk memberi ganti rugi.

Sifat hubungan hukum antara apoteker dengan pasien adalah hubungan
hukum vang terdapat di dalam narta kekayaan, vang dapat menimbulkan akibat
hukum kalau hubungan tersebut dilanggar, dan dapat diajukan ke depan pengadilan,
(Asis Saficedin, 1994 : 97-98). Hubungan hukum antara apotcker dengan pasien
adalah hubungan hukum yang berdasarkan perikatan yang lahir dari undang-undang
sebagai akibat perbuatan orang yang melawan hukum berdasarkan pasal 1233,
1352, 1353 dan 1365 KUH Perdata.

Dari uraian terscbut maka dapat diketahui bahwa hubungan hukum
keperdatagn antara apoteker dengan pasien terjudi ketika pasien mempergunakan jasa
pelayanan pemberian obat pada apotik. Hubungan hukum tersebui membawa suatu
konsekuensi hak dan kewajiban, di mana pasien berhak atas pelayanan pemberian

obat yang sesual dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewaijiban pasien
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adalah membayar sejumlah uang kepada apoteker. Hak apoteker adalah menerima
sejumlah uang dari pasien, sedangkan kewajiban pasien adalah memberikan
pelayanan pemberian obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bertuk hubungan hukum antara apoweker dengan pasien adalah dalam bentuk jasa

pelayanan pemberian obat oleh apoteker kepada pasien.

3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Pemberian Gbat

Hubungan hukum secara perdata antar apoteker dengan pasien terjadi kztika
pasien mempergunakan jasa apoteker untuk melakukan farmakoterapeutis. Apabila
apoteker dalam menjalankan tugas profesinya melakukan kesalahan dan tidak sesuai
dengan standar baku pelayanan kesehatan, maka vang demik’an itu, berarti apoteker
telah melanggar hak-hak orang lair, dalam hal 1ni pasien. Perbuatan tersebut dapat
mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dalam hal ini pasien yang bersangkutan.
Perbuatan vang mervgikan pasien  tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu
perbuatan melanggar hukum.

Pada umumnya, kesalahan pemberian obat vang dilakukan oleh apotcker
disebabkan karena kelalaian (nalatigheid) atau kurang hati-hatinva (onvoorzigheid)
(Wawancara dengan Bapak Nurdayadi. Kepala Sub Dinas Farmasi Makanan dan
Minuman Dinas Kesehatan Jember, pada tanggal 13 Juni 2001, di Jember), seperti
yang ditentukan da'ani pasal 1366 KUH Perdata. Kesalahan vang dimaksud di sini
adalah kesalahan karena kualtas dan kapasites oribadinya schagai seorang apoteker.
Sceara profesional, seorang apoteker seharusnya memberikan pelayanan kesehatan
untuk memenuhi derajat pelayanan vang optimal dan bertanggung jawab terhadap
kualitas pekerjaannya (Soerjoro Soekanto , 1990 - 32). Setiap perbuatan hukum
tentunya menimbulkan konsekuensi akibat huknm. Kesalahan vang dilakukan oleh
apoteker adalah suatu perbuatan hukum yang rentunya reinmbulkan akibat hukum

tertentu,
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Berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan pasal
55 ayat (1) disebutkan “Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan tenaga keschatan”. Apabila terbukti apoteker melakukan
kesalahan pemberian obat dan mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka hal ini
berakibat hukum bagi apoteker untuk bertanggung jawab mengganti kerugian akibat
kesalahan atau kelalaiannnya, sedangkan bagi pasien vang dirugikan, ia berhak untuk
menuntut ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian vang diperbuat oleh apoteker.
Setelah terjadi peristiwa hukum seperti itulah, maka terdapat hubungan hukum antara
apoteker dan pasien berdasarkan pasal 1233, 1352, 1353 KUH Perdata,

Ketika pasien menggunakan jasa apoteker untuk memperofah obat
berdasarkan rekomendasi dokter, maka pasien bisa dikatakan sebagai konsumen atas
Jasa tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Periindungan
konsumen juga terdapat upaya-upaya untuk melindungi konsumen atas kualitas
barang atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perfindungan Konsumen pada pasai 4 huruf h,
dinyatakan, bahwa pasien berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan /
atau penggantian apabila barang/jasa vang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

Di dalam etika profesi farmasi, para farmasis (ahli farmasi) mempunyai
kewajiban untuk melindungi pasien dari kerugian akibat kecelakaan pemakaian obat
yang merugikan. Kesalahan pemberian obat yang dilakukan oleh apoteker membawa
suatu konsekuensi terbitnya perikatan vyang lahir karena undang-undang telah
menjamin hak-hak bagi vang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada si pelaku.
Hal tersebut diatur dafam pasal 1353 KUH Perdata “Perikatan-perikatan vang
dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan
halal atau dari perbuatan melanggar hukum”. Dari pengertian pasal 1353 KUH
Perdata ini, membawa suatu konsekuensi ketika apoteker melakukan kesalahan
pemberian obat kepada pasien. maka sejak saat itu, berdasarkan pasal 1365 KUH
Perdata, maka pasien berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diterbitkan

sebagai akibat kesalahan pemberian obat vang dilakukan oleh apoteker.
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Akibat hukum dari kesalahan pcmberian obat vang dilakukan oleh apoteker.
yaitu pasien berhak menuntut ganti rugi, karena suatu badan hukum atau pribadi
hukum (rechtspersoon), berkuasa untuk mendukung beberapa hak tertentu, disamping
itu, untuk mendukung hak-haknya itu, juga terdapat pengertian kecakapan untuk
berbuat (handelingsbekwaamheid) (Soerjono Soekanto, 1990 : 50). Kepada orang
yang dirugikan atas Gasar onrechimatigedaad, undang-undang masih memberikan
kemungkinan unfuk mengadalan tuntutan ganti rugi lain daripada ganti rugi sejumlah
uang (J.Satrio,1994 40).

Akioat dari hesalahan pemberian obat yang mengakibatkan kerugian di pihak
pasien, maka pasien berhak mengajukan tuntutan hak, sedangkan yang menuntut
kepada apoteker, harusiah  pasien yang bersangkutan sendiri, karena suatu tuniutan
hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat ttama
untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan, (Sudikno Mertokusumo,
1998 : 38). Tuntutan hak adalah tindakan yang beriujuan periindungan hak vang
diberikan cleh pengadilan, untuk melindungi  hak-hak pihak vang dirugikan
Sedangkan apabila pasien adalah tidak cakup hukum, maka kepentingannya bisa
diwakili oleh walinya, karena hal itu menyangkut kecakapan untuk berbua
(nandelingbekwaamsheid).

Akan tetapi dalam kenyataanya. upaya untuk memperoleh ganti rugl akibat
kesalahan yang dilakukan oleh apoteker ini tidak mudah. Hal itu disebabkan karcna
pasien rata-rata kurang pchara dengan pengetahuan kesehatan, sehingga Ladang-
kadang tidak menyadari bahwa telah terjadi kesalahan pemberian obat (adverse even:
drug misadventure). Apabila terjadi kesalahan pemberien obat, sehingga terjadi
komplain dari pasien. tetlebih dulu harus diteliti oleh para ahli di bidang keschatan,
yaitu Majelis Pertimbangzn Profesi. Majelis ini akarn memberi pertimbangan apakah
pemberi jasa keschatan tersebut  svdah melaksanakan pelayanan kesehatan
berdasarkan proscdur atau standar profesi atau tidak (Wawancara dengan Bapak
Umron Ashobiyak, Apoteker Pengelola Apotik di Apotik Abiath, pada tanggal 23
Juni 2001, di Jember). |
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3.3 Sifat Dan Beatuk Tanggung Jawab Apoteker Kepada Pasien Apabila
Terjadi Kesalahan Pemberian Obat
Penanggung jawab secara umum dalam pelerjaan kefarmasian di anotik
adalah Apoteker Pengelola Apotik, sehingga apabila terjadi kesalahan pemberian
obat, maka Apoieker Pengelola Apotik wajib turut bertanggung jawab. Hal tersebut
diatur dalam pasal 20 PERMENKES NMomor 922/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata
Cara Pemberian Tjin Apotik :”Apoteker Pengelola Apotik turut bertanggung jawab
atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pendamping. apoteker
pengeanti di dalam pengelolaan apotik™.
Sebagai seorang profesional, twanggung jawab apoteker dikeiompokkan
menjadi tiga bagian, vaitu
I. Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab apotcker untuk menvebarkan dan
atau mendistribusikan obat sccara meluas dan merata. Tidak dibenarkan apoteker
untuk menyimpan obar dalam jum'ah yang besar, atau memonopoli obat untuk

kepentingannya sendiri, sementara masyarakat membutuhkan.

2

Tanggnng jawab profesional, yaitu tanggung jawab apoteker untuk
merapertahankan Kualitas pekerjannya di bidang farmasi. Tanggung iawab
profesional ini meliputi :

a) ketepatan dosis maupun jenis obat yang diberikan pada pasicn;

b) kecukupan informasi obat mengenai cara mengkonsumsi, kandungan bahaya,
efek samping, maupun aturan dosisnya. Pembenan informasi ini harus untas,
bahkun kaiau perlu bisa diulang-ulang hingga pasien benar-benar mengesti.

¢) Menjaga kualitas obat dan sedinan farmasi vang disimparnya. Apabila
kualitas obat dan atau sediaan farmasi tersebut rusak, maka harus

dikembalikan pada perusahaan yang memprodnksinya. atau dihancurkan.

E.:

Kelayakan nilai tukar dengan kualitas maupun biaya produksi obat yang
diberikan, sehingea tidak dibenarkan apoteker menjual obai terlalu mahal, dari

harga standar perusahaan farmasi.
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3 Tanggung jawab terhadap penderita, vaitu tanggung jawab terhadap
pasien/penderita adalah utama dan perlu dilakukan secara individu, bukan berarti
tanggung jawab yang lainnnya tidak penting (Yusmainita, Medika edisi Mei
2001).

Kualifikasi tanggung jawab apoteker kepada pasien apabila terjadi kesalahan
pemberian obat, harus ada beberapa persyaratan untuk memenuhi unsur-unsnr vang
terkandung di dalam pasal 1365 KUH Perdats, vaitu :
|.  Perbuatan melawan hukum

Secrang apoteker memang nyam-uyata telah melakukan kesalahan pemberian
obat, baik itu sebagai suatu kelalaian (nalatigheid) maupun karena kurang hati-
hatinya (onveorzigherd;.  Biasanya memang kesalahan apoteker disebabkan
karena kelalaian atau kurang hati-hati. Hal ini disebabkan karena kode-kode
kimia dari obat tertentu antara satu dengan lainnya hampir sama, sehingga
apoteker keliru menerjemahkan resep obat dari dokter. Di samping itu, resep
dokter ditulis dengan tulisan tangan. sehingca hal ini bisa menimbulkan
ketidakjelasan bagi apoteker untuk memberikan obat sesuai petunjuk dalam resep
tersebut.

2. Mengakibatkan kerugian
Kesalahan apoteker dalam pemberian obat kepada pasien, (elah mengakibatkar
kerugian kepada pasien. Kerugian yang diderita oleh pasien akibat kesaiahan
pemberian obat, (wawancara dengan  Tbu Dra. Widjayaningsih, Apt, Ketua ISFi
Jember pada tanggal & Juni 2001 di Jember) antara lain -

a.  Penyakit vang tidak segera sembuh, misalnva karena kuranz dosis.
(sub therupeuntic dosage),

h.  Obet tidak bercaksi sama sekali setelah dikonsumsi, schingga harus
keluar biaya yang cukup mahal, tapt hasilnya sia-sia. Dalam istilah
farmasi disebut kesalahan penggunaan obat ( drug misuse ).

¢.  Menimbulkan penyakit baru, atau efek samping vang lain Larena

kontraindikasi yang berlebihan;
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d. Mengakibatkan kecacatan bahkan sampai meninggal dumia (Drug
related morbidity and mortality), (U. Widodo, J. Bircher. E. Lotterer,
1993 : 9),
3. Kesalahan
Kesalahan apoteker dapat diperbuat secara sengaja maupun tidak sengaja
(kelalaian). Tapi yang terpenting bahwa kesalahan vang dilakukan oleh apoteker
dan telah mengakibatkan kerugian itu, apakah dapat dipertanggungjawabkan
pada apoteker yang melakukan kesalahan tersebut. Di dalam dunia kefarmasian,
ada beberapa hal tertentu di mana apoteker tidak bisa dipersalahkan. Dalam hal
ini, apabila menurut Majelis Pertimbangan Profesi apa vang dilakukan oleh
apoteker sudah sesuai dengan standar profesi, dilakukan dengan teliti dan hati-
hati, maka apapun hasilnya apoteker tidak dapat dipersalahkan (wawancara
dengan Ibu Dra. Widjayaningsih, Apt, Ketua ISFI Jember, pada tanggal 23 Juni
2001, di Jember). Hal inilah yang menyebabkan sulitnva membuktikan kesalahan
vang dilakukan oleh apoteker.
4. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian
Batasan tanggung jawab apoteker kepada pasien adalah hubungan kausalitas
antara kesalahan apotcker dengan kerugian yang diderita olch pasien. Perlu
dibuktikan bahwa kerugian vang dialami oleh pasien itu, memang benar-benar
akibat dari perbuatan oleh seorang apoteker. Perbuatan mana vang dalam
kapasitasnya sebagai seorang apoteker.

Dari uraian tersebut. batasan scorang apoteker harus bertanggung jawab
kepada pasien adalah telah nyata-nyata melakukan perbuatan melanggar hukum,
yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menimbulkan kerugian pada
pasiennya, telah nyata-nyata melakukan kesalahan pemberian obat, berdasarkan
pertimbangan Majelis Pertimbangan Profesi, dan yang terakhir, terdapat hubungan
kausalitas antara kesalahan vang dilakukan apoteker dengan kerugian yang diderita

pasien.
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Di dalam kenyataannya, sulit untuk membuktikan hubungan kausalitas antara
kesalahan pemberiun obat yang dilakukan oleh apoteler dengan kerugian vang
dialaini pasien, kaiena untuk membuktikan masa'ak tersebut, diperiukan keahlian
khusus tenlang kefarmasian.

Batasan tanggung jawab apoteker di apotik umum berbeda-beda tergantung
kedudukan dan status apoteker tersebut. Apoteker Pengelola Anotik bertanggung
Jawab secara uraum terhadap pekerjaan kefarmasian di apotik tempat ia bekerja,
scdangkan Apoteker Pendamping atau Asisten Apoteker bertanggung jawab atas
peracikan, dan pendistribusian atau dispensing obat pada pasicn. Apabila ada asisten
apoteker yang melakukan kesalahan pemberian obat, maka Apoteker Pengelola
Apetik wajib turut bertanggung jawab, sesuai dengan pasal 20 PERMENKES Nomor
922/1993 Tentang ketentuan Dan Tata Cara Pemberian I'in Apotik.

Apoteker pendamping atac asisten apoteker serta apeteker pengganti adalah
mereka yag berada di bawah pengawasan Apoteker Pengelola Apotik, dalam hal
pekerjaan kefarmasian. sehingga seluruh tindakan yang berkenaan dengan pekerjaan
kefarmasian menjadi tanggung jawab Apoteker pengelola Apotik, kecuali, apoteker
tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab
itu, sesuai dengan ketentuan pasal 1367 KXUH Perdata.

Tentang siapa yang harus bertanggung jawab, di dalam KUH Perdata pasal
1367, dinyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung javiab untu’ kerugian yang
disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
perbuatan orang-crang yang menjadi langgungannya atau  disebabkan oleh barang-
barang yang berada di bawah pengawasannya,

Apabila terjadi kesalahan pemberizn obat, maka apoteker mempunyai suatu
konsekuensi untuk bertanggung jawab terhadap apa, atas perbuainnya ity
menimbulkan kerugian bagi pasien. Di dalam hal ini, batasan tanggung jawab
apoteker kepada pasien harus selalu didasarkan pada tanggung jawab karena kualitas
dan kapasitas pribadinya sebagai apoteker. Tanggung jawab secara perdata itu timbul

antara apoteker dan pasien saja, bukan atas hubungan keperdataan yang lain,
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misalnya jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainva. Dari uraian terscbut, batasan
seorang apoteker harus bertanggung jawab kepada pasien adalan telah nyata-nyata
melakukan perbuatan melanggar hukum, vang bertentangan dengan  kewajiban
hukumnya, menimbulkan kerugian pada pasiennva, telah nyata-nyata melakukan
Kesalahan pemberian obat. berdasarkan pertimbangan Majelis Pertimbangan Profesi,
dan yang terakhir, tecrdapat hubungan kausalitas antara kesalahan vang dilakukan
apoteker dengan kerugian vang diderita pasien.

Apabila terjadi kesalahan pemberiar obat maka harus dilihat terlebih dahulu
kedudukan apoteker tersebut di dalam apotik, Karena tenggung jawab aniara Apeleker
Pengelola Apotik dengan Asisten Apoteker udak sama. Kesalahan pemberian obat
dapat dilakukar oleh Asisten Apoteker, atau dilakukan oleh Apoleker Pengelola
Apotik.  Menurut J. Satrio (1993 : 6), kedudukan dan peranan orang vang
bertanggung jawab ada kemungkinan pelaku sendiri atau orang tersebut melakukan
perbuatan melawan hukum karena perbuatan/sikapnya, atau ia bertanggung jawab
Jnga atas perbuatan orang lamn (atas siapa ia bertanggung jawab). Hal tersebut
berdasarkan ketertuan pasal 1367 KUH Perdata “"Setiap orang tidak saja
bertanggung jawab untuk kerugian vang discbabkan karena perbuatannya sendiri.
tetapi juga untuk kerugien vang discbabkan karena perbuatan orang-orang yang
menjadi tanggungunnya, atan discbabkan olch barang-barang yang berada di bawah
pengawasannya.

Oleh karena itu (zrdapat sifat tanggung jawab yang tidak sama melekat bajk
kepada Apoteker Pengelola Apottk maupun kepada Asisten Apoteker. Menurut J.
Satrio (1993 : 10-11), sifat tanggung jawad dibagi menjadi dua vailu tanggung jawal
primair dan tanggung jawab secundair. Tanggung jawab primair adalah tanggung
jawab yang melekat kepada si pelaku, sedangkan tanggung Jawab secundair adalah
tanggung jawab vang inelekat kepada orang yang dapat dituntut turut sera
bertanggung jawab atas perbuatan orang di bawah pengawasannya (J. Satrio, 1993 ¢
10-11).  Daui sifa tanggung jawab tersebut. maka konsekuensinya apabila Asisten

Apoteker melakukan kesalahan pemberian obat, maka kepadanya bisa dituntut
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)

pemenuhan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan kepada
Apotcker Pengelola Apotik dapat turut serta bertanggung jawab  dituntut memenuhi
ganti rugi berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata. Sifat tanggung jawab apoteker
kepada pasien apabila melakukan kesalahan pemberian obat vang mengakibatkan
kerugian di pihak pasien adalah tanggung gugat, yaitu tanggung jawab untuk
mengganti kerugian apabila pihak yang dirugilkan meuggugat.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang meryatakan bahwa Tiap
perbuatan melanggar hukum, vang membawa kcrugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. mengganti
kerugian tersebut”, maka bentuk tanggung jawab apoteker apabila melakukan
kesalahan pemberian obat adalah apoteker menggenti kerugian akibat kesaizhan

pemberian obat terscbut.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari  uraian yang telah disampaikan dalam skripsi i, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

I~

L

Sifat hubungan hukum antara apoteker aengan pasien adalah hubungan hukum
perdata yang terjadi karena perikatan yang timbul dari unda.ng-undang sebagal
akibat perbuatan orang yang melawan hukum, herdasarkan pasal 1233, 1352,
1353 KUH Ferdata.

Bentuk dari hubungan hukum antara apoteker dengan pasien adalah pelayanan
Jasa pemberian obat vang dilakukan oleh apoteker kcpada pasien.

Akibat hukum dari kesalahan pemberian obat yang dilakukan oleh apoteker, vaitu
pasien sberhak menuntut earti rugi, karena suatu badan hukum atau pribadi
hukum (rechispersoon), berkuasa uniuk mendukung beberapa hak tertentu.
Penuntutan ganti rugi tersebut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 55
ayat (1) Undang-Undanz Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Keschatan.

Sifat tanggung jawab apoteker kepada pasien adalah tanegung gsugat, vaitu
tanggung jawab untuk mengganti kerugian apabila pihak vang dirugikan
menuntut ganti rugi. 3entuk tanggung jawab apoieker kepada pasien adalah

memberikan ganti rug) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata

4.2 Saran

Pari kesimpulan tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disarankan,

yaitu

1.

Sebaiknya apoteker Iebih berhati-hati dalam membaca resep sehingga tidak
terjedi kesalahan pemberian obat, karena akibat kesalahon pemberian obat dapat

mengakibatkan kerugian bagi pasien.

33
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2. Seoaiknya apoteker juga bersikap lebih akiif mememonitor perkembangan
kesehatan pasien setelah pasien vang bersangicutan mengkonsumsi obat vang
telah diberikan, sehingga apabila terdanat kekeliruan pemberian obat dapat
segera diantisipasi.
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BEarisbtiwsa

Asma Dengan
Sulfadiazin Aktif

okter Mulyonc tidak menyangka,

kalau pemeriksaannya pada Sri

Ngatin (32) berbuntut dia harus

menjelaskan pada keluarga Sri
ligatin. Dokter Mulyono merasa bahwa apa yang
ia periksa dari Sri Ngatin sudah sesuai dengan
prosedur kedokteran yang benar. Dokter yang
sehari-hari buka praktik di Jalan Adityawarman
No. 12 Tuban itu biasa buka praktik dari jam
enam sore sampai jam sembilan malam.

Awal mula dari kasus itu ketika Sri Ngatin
memeriksakan  gejala  sesak  nafas. 1Ia
mengeluhkan nafasnya yang sesak. Ia semakin
merasa sesak nafas ketika menjelang sore samipai
pagi. Sudah bermacam-macam obat asma ia
coba, tapi hasilnya kurang memuaskan. Asma
yang ia derita setiap saat bisa kambuh. Hal itu
jelas mengganggu aktifitasnya yang sehari-heri
berjualan kopi di warung depan rumahnya, di
Desa Ngrejeng Kecamatan Trucuk Tuban.

Jam lima sore pada 12 Desember lalu,
dengan diantar suaminya, ia sudah berangkat dari
Ngrejeng ke Tuban, untuk periksa, makium,
biasanya pasien Dr. Mulyonc sangat banyak,
sehingga harus antri. Tepat setelah mendapat
giliran periksa, Dr. Mulyono memeriksa Sri Ngatin,
yang kebetulan sedang hamil lima bulan. Dari
pemeriksaan terhadap diri Sri Ngatin, diketahui
bahwa ia sedang mengidap penyakit asma
stadium sedang, yakni asma bronkial karena
Common Cold (CC). Untuk itu, Sri Ngatin harus
mendapat obat dengan dosis dan jenis yang

sesuail.

Dr. Mulyono inemterikan resep pada Sri
Ngatin untuk ditebus ci apoik. Oleh karena saat
itu, kondisi fisikk Sri Ngatin cukup lelah, ia
langsung pulang ke Ngrejeng. Besoknya, 13
Desember ia menyuruh adiknya untuk menebus
obat di apotik (apotik SS, red).

Setelah minum obat dari apoiik tersebut,
asma Sri Ngatin tidak kurjung sembuh. Bahkan
ketka gangguan CC meningkat, misalnya hujan
disertai angin yang cukup kencang, tidak saja asma
yang mulai mencekik, tapi juga disertai pusing, dan
batuk sambil mengeluarkan cairan yang merah
kecoklatan. Semakin hari, penyakit asma Sri Ngatin
semakin menjadi-jadi.

E—————

Pada 17 Desember 1992, Sri Ngatin
memeriksakan lagl penyakitnya pada Dr. Mulyono.
Sebagai orang awam, Sri Ngattin tidak tahu apa
yang terjadi. Setelah diperiksa temyata sudzh
sampai pada tahap akut. Kalau dibiarkan hal in
menyehabkan Cordiac Arrest atau gagal nafas
yang menyebabkan jantung bisa berhienti. Or.
Mulyonc berpikiran untuk menambzh dosis, tapi
khawatir, karena Sri Ngatin sedang hamil lima
bulan. Karena dosis obat asma yang berlebihan
bisa menyebabkan keguguran, mengingat zat aktif
teofilin dalam obat asma. Oleh karena itu, Dr.
Mulyono mengecek obat yang sudah diberikan
pada pasiennya itu.

Betapa terkeiutnya sang dokter lulusan
1986 itu. Temyata obat yang sampai di tangan
Sri Ngatin adalah bukaniah teofilin dan efedrin,
tetapl sulfaciazin dengan kortikosteroid tinggi.
Sehingga teotiin  yang seharusnya membantu
afedrin aklif menjadi tidak bereaksi sama sekall.
Justru suifaciazin merupakan kontraindikasi bagi
asma bronkial.

Sri Ngatin dan suaminya bingung harus
mengadu ke mana, pasainya ia buta hukum,
apalagi masalah kedokteran. Yang jelas Sri Ngatin
harus mengeluarkan blaya yang cukup mahal dari
apotik tersebut. Kalau temyata obatnys salan,
siapa yang harus beranggring jawab ?

Menurut Dr. Henry Kodim MPH,
dokter senior, apa yang dilakukan oleh Dr.
Mulyono sudah sesuai dengan prosaedur
kedokteran yang benar. Barangkali
apoteker kurang jeli daiam menerjemahkan
resep. “Seorang dokbter tidak mungkin
menambahkan suifadiazin, karena justu
akan menghambat care kerja obat jeris
agonis b2, sehingga reaksinya tidak teriadi
(exercise /duced athisma, red). Bahkan efek
dari kortikostercid tinggl tersebut bisa
menyebabkan keguguran bayi yang sedang
dikandung Ibu Sri Ngatin”, paparmya

Apa yang dialami oleh Dr. Mulyono ini
merupakan pengafaman bevharga bagi doider-
dokter dan apoteker yang fain. (Yun)

Novalgin®
Zat aktif : dipiron

Ooogectt §
Sadicime Bataly el Bunact) o Brmesh Hoda

By : PT Hoechst Pharma Indonesia

Medico, Jurnal Keschatan - No. 5 Tabun VI Junneri 1993
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